HOIN

86

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, W. dan Jogiyanto, H. M., 2009. Konsep Dan Aplikasi PLS (Partial
LeastSquare) Untuk Penelitian Empiris. Yogyakarta : Badan Penerbit Fakultas
Ekonomi Dan Bisnis UGM.

Annasaningrum. 2010. Akuntabilitas dan Transparansi dalam Laporan Keuangan.

http://annasaningrum.blogspot.com/2010/07/akunabilitas-transparansi-dalam-

laporan-keuangan.html/ . (Diakses pada 2 Desember 2017)

BPKP. 2015. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan “Mempersembahkan
Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Rangka Mengawal
Program Prioritas Pemerintah (Nawa Cita”.
http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/1 eaflet-Simda-Desa.bpkp (Diakses
pada 2 Desember 2017)

Ekasari dan lIvan. 2017. Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia,
Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran Terhadap
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah
Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan
Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang).
http://reposity.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/8578 . (Diakses pada
tanggal 2 Desember 2017).

Godrey, AH., AT., J., S. 2010. Accounting Theory 7w Edition. Australia: John Willey.

Hanifa, Indah Suci, 2015. Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes),

http://ejournal.stiesia.ac.id/JIRA/article/view/997 . Sekolah Tinggi Ilmu

Ekonomi Indonesia.

“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Partisipasi Penganggaran Terhadap
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Penerapan Sistem Keuangan Desa
Sebagai Variabel Intervening”Author: Martina Beta Anggraeni NPK: A.2014.1.32793


http://annasaningrum.blogspot.com/2010/07/akunabilitas-transparansi-dalam-laporan-keuangan.html/
http://annasaningrum.blogspot.com/2010/07/akunabilitas-transparansi-dalam-laporan-keuangan.html/
http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/Leaflet-Simda-Desa.bpkp
http://reposity.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/8578
http://ejournal.stiesia.ac.id/JIRA/article/view/997

87

Kholmi, Masiyah. 2011. Akuntabilitas Dalam Prespektif Teori Agensi. Journal of
Innovation in  Bussiness and Economics. Vol 2. No 02
http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jibe/article/view/4694 (Diakses pada 18
Desember 2017)

Mangkunegara, AA. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia, Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya

Mahfud Sholihin dan Dwi Ratmono. 2013. Analisis SEM-PLS dengan Warp PLS 3.0

untuk Hubungan Nonlinier dan Penelitian Sosial dan Bisnis. Yogyakarta: Andi.

Muslimin, Mappamiring dan Nurmaet. 2012. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana
Desa Di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Jurnal
IImu Pemerintahan. Vol 1 No 1.
http://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/43 .(Diakses pada
15 Desember 2017)

Nordiawan, Deddi. 2006. Akutansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.

Novindra dan Nur Laila. 2017. Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa
Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. URECOL, [S.1.], P. 205-210,
sep. 2017. http://journal.ummgl.ac.id/index.php/urecol/article/view/1410
(diakse pada 2 Desember 2017)

Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun
2005 tentang Desa. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta.

Republik Indonesia. 2007. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman
Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Sekretariat Negara. Jakarta.

“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Partisipasi Penganggaran Terhadap
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Penerapan Sistem Keuangan Desa
Sebagai Variabel Intervening”Author: Martina Beta Anggraeni NPK: A.2014.1.32793


http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jibe/article/view/4694
http://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/43
http://journal.ummgl.ac.id/index.php/urecol/article/view/1410

88

Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18. Jakarta.

Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta.

Republik Indonesia. 2013. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8
Tahun 2013 tentang Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri
Sipil. Jakarta.

Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta

Republik Indonesia. 2014. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2015 tentang Penerapan Prioritas Penggunaan
Dana Desa. Sekretariat Negara. Jakarta.

Salamm, Alfitra dan Firman, Noor. 2002. Akuntabilitas Dalam Otonomi Daerah.
Jakarta: Pusat Penelitian Politik-LIPI

Saleba, Siti Nurjannah. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektifitas Pengelolaan
Keuangan Daerah. [Skripsi Online] (diupdate 2014)
http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/10223 . (Diakses pada tanggal
20 Desember 2017).

Sedarmayanti. 2003. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: PT
Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Bisnis. Bandung. Alfabeta

“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Partisipasi Penganggaran Terhadap
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Penerapan Sistem Keuangan Desa
Sebagai Variabel Intervening”Author: Martina Beta Anggraeni NPK: A.2014.1.32793


http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/10223

89

Syamsi, Syahrul. 2014. Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan
Anggaran Dana Desa. Jurnal llmu Sosial dan IImu Politik. VVol. 3, No. 1. http://

www.publikasi.unitri.ac.id . (Diakses pada 15 Desember 2017)

Sylvia, Gery dan Puji. 2017. Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Desa
(Simda Desa): Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Cilengkrang.
Profesionalisme  Akuntan  Menuju  Sustainable  Business  Practice.
http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/8641 . (Diakses
pada 15 Desember 2017).

UNDP. 1997. Governance for Sustainable Development- A Policy Document

Widjaja, HAW. 2003. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli Bulat dan Utuh.
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Widodo, J. 2001. Good Governance, Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol
Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Surabaya: Insan
Cendekia.

World Bank. 1992. Governance and Development. Washington: World Bank.

Yulianti dan Diyah. 2017. The Indicators Of Village Administrative Officer’s
Understanding Of Siskeudes: A Literature Study. Economics & Business
Solutions  Journal ~ Volume 1, Number 1, 2017, 81-90.
http://journals.usm.ac.id/index.php/ebsj/article/ (Diakses pada 5 Desember
2017)

“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Partisipasi Penganggaran Terhadap
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Penerapan Sistem Keuangan Desa
Sebagai Variabel Intervening”Author: Martina Beta Anggraeni NPK: A.2014.1.32793


http://www.publikasi.unitri.ac.id/
http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/8641
http://journals.usm.ac.id/index.php/ebsj/article/

